BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR ‘ﬂ'a TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 47
TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa partai politik merupakan salah satu pilar
demokrasi yang peran dan fungsinya sangat strategis
dalam mendukung terwujudnya tujuan bernegara
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi
partai politik, perlu diberikan bantuan keuangan kepada
partai politik sehingga semakin dirasakan manfaatnya
sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan
memperjuangkannya menjadi kebijakan yang berpihak
kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 211/4/2023 tentang Persetujuan Kenaikan
Bantuan Keuangan Partai Polittk di Kabupaten
Grobogan, bantuan keuangan kepada partai politik
tingkat Kabupaten Grobogan yang mendapat kursi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan
dapat dinaikkan sehingga Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik perlu disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47
Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenlang Penclapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara HRepublik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Helanja Dacrah dan Tertib
Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraiuran Menteri Dalam Negeri
Nomeor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK,

Pasal |

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun
2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pariai Polilik (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 47)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupali Grobogan



Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 47 Tahun 2018 icntang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Berita Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun
2020 Nomor 78) diubah scbagai berikut:

Pasal 5
Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) schesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per
suara.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peaturan Bupati ini dengan penecmpatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Dgceiber 2015

BUPATI GROBOGAN,
TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

TTD
ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuaj denpan aslinya
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